14 KABUPATEN/KOTA SE SULUT KOMPAK DAPAT OPINI WTP BPK RI,
1 DAERAH INI TMP

www.surabaya.bpk.go.id

TRIBUNMANADO. CO. ID- BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut)
menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun 2018 kepada seluruh kabupaten dan kota se-Sulut di Kantor BPK RI Perwakilan
Sulut, Selasa (27/5/2019) siang.

LHP atas LKPD 2018 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan
Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada seluruh bupati dan wali Kota sambil disaksikan
Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dan Gubernur Olly Dondokambey.

Dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 di antaranya berhasil meraih opini terbaik yakni
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk LKPD Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow, BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) alias disclaimer.

Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis meminta Pemkab Bolmong untuk segera
membenahi laporan keuangannya. Harry optimis seluruh kabupaten dan kota di Sulut mampu
meraih WTP pada tahun depan. "Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya
berharap tahun depan Sulawesi Utara 100 persen WTP," kata Harry. Lanjut Harry, WTP
merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di
Indonesia. "WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi
tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat," beber Harry.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan bahwa opini
WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan
administrasi keuangan yang lebih baik. “Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap
dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” kata Purba.

Sementara itu, Gubernur Olly mengapresiasi pihak BPK RI Perwakilan Sulut atas

terlaksananya penyerahan LHP kabupaten/Kota. Olly optimis manajemen pengelolaan
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keuangan daerah pemerintah daerah se-Sulut semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien
dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Saya ucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan
Sulut yang telah melaksanakan penyerahan LHP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih
Bapak Harry Azhar Azis yang ditengah kesibukannya sebagai Anggota VI BPK RI namun bisa
datang ke Sulut menyaksikan penyerahan LHP," kata Olly.

Lanjut Olly, jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut berkomitmen
untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan terhadap manajemen keuangan sebagai salah
satu indikator keberhasilan proses pembangunan daerah.

Penyerahan LHP atas LKPD tahun 2018 turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei
Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen serta para bupati dan walikota.

Daftar Pemda Peraih Opini BPK RI:

1. Pemprov Sulut— WTP
2. Pemkab Minahasa — WTP
3. Pemkot Manado — WTP
4. Pemkot Bitung — WTP
5. Pemkab Sangihe — WTP
6. Pemkab Talaud - WTP
7. Pemkab Tomohon — WTP
8. Pemkab Minsel - WTP
9. Pemkab Minut — WTP
10. Pemkab Mitra — WTP
11. Pemkab Bolsel - WTP
12. Pemkab Boltim — WTP
13. Pemkot Kotamobagu — WTP
14. Pemkab Bolmut — WTP
15. Pemkab Sitaro — WTP
16. Pemkab Bolmong - TMP (Disclaimer)
Keterangan :
WTP - Wajar Tanpa Pengecualian
WDP - Wajar Dengan Pengecualian
TW - Tidak Wajar
TMP - Tidak Memberikan Pendapat
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Catatan Berita:

1.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,

dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Jenis Pemeriksaan BPK adalah:

a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan
keuangan;

b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau
efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk
memperbaiki aspek tersebut; dan

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan
kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk
pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu

tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
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Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

6. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota
atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan
menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

7. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK
dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang
disajikan dalam LKPD.

8. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

b. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

d. efektivitas sistem pengendalian intern.

9. Opini BPK terdiri dari :

a. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion):
pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti
pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

b. Opini Tidak Wajar (4dversed Opinion): pendapat tidak wajar yang menyatakan
bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi
keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.

c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), pendapat wajar dengan
pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan
secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus
kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

d. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), pendapat wajar tanpa

pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan
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secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas

entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

-SVCS-
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